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Keynote Speech  : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Materi : Menuju Inisiatif Nasional Reformasi Birokrasi dan 
Tantangan Pembangunan Bidang Aparatur Negara 5 
Tahun Ke Depan 

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Masalah strategis Aparatur Negara di Indonesia  
2. Inisiatif-inisiatif untuk mewujudkan reformasi 

birokrasi secara nasional selama lima tahun terakhir.  
3. Apa yang telah dilakukan dalam bidang kelembagaan, 

SDM aparatur, Sistim Pengajian, rekayasa budaya 
selama lima tahun terakhir? Apa hasilnya? Mana yang 
belum dilakukan?  Apa kendala yang ada dihadapi 
Menpan? 

4. Apa keterkaitan kebijakan PAN di Kantor PAN dan 
sektor-sektor lain yang relevan dan bagaimana 
strategi membangun sinergi dengan sektor lainnya 
dalam pemberdayaan aparatur negara   

5. Apa  kebijakan nasional yang akan dilakukan Menpan 
untuk mereformasi birokrasi pemerintah selama lima 
tahun yang akan datang? Law and regulatory reform 
yang akan dilakukan? 

 
 

   

 

Narasumber 1  : Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

Materi : Pembangunan Bidang Aparatur Negara: Isu, 
Problem, Tantangan dan Agenda Kebijakan Di 
Bidang SDM Aparatur  

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Isu, permasalahan dan tantangan kebijakan dalam 
pelaksanaan pembangunan SDM aparatur  

2. Kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki SDM 
aparatur dengan kebutuhan instansi pemerintah. 

3. Penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang adil dan 
layak berdasarkan kinerja. 

4. Pengembangan sistim rekrutment yang terbuka, 
kompetitif, dan berbasis pada kompetensi 

5. Agenda kebijakan di bidang SDM Aparatur untuk 5 tahun 
ke depan dan dukungan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan agenda kebijakan bidang SDM aparatur 

6. Pilihan prioritas pembangunan bidang SDM aparatur 
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untuk lima tahun mendatang. 
 

 

Narasumber 2   : Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan 
Keuangan (BPKP) 

Materi : Pembangunan Bidang Aparatur Negara: Isu, 
Problem, Tantangan dan Agenda Kebijakan Di 
Bidang Pengawasan  

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Isu, permasalahan dan tantangan kebijakan dalam 
pelaksanaan pengawasan di lingkungan instansi 
pemerintah dalam 5 tahun terakhir.  

2. Sistem pengawasan yang dapat mendukung efektivitas 
penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan. 

3. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan implikasinya 
pada pelaksanaan pengawasan kinerja instansi 
pemerintah. 

4. Penerapan manajemen resiko dan manajemen asset di 
lingkungan instansi pemeriantah.  

5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pengawasan.  

6. Reformasi sistim pengawasan internal untuk perbaikan 
kinerja dan akuntabilitas birokrasi pemerintah 

 

Narasumber 3   : Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara  

Materi : Pembangunan Bidang Aparatur Negara: Isu, 
Problem, Tantangan dan Agenda Kebijakan Di 
Bidang Penataan Kelembagaan dan Ketataksanaan  

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Isu, permasalahan dan tantangan kebijakan dalam 
pelaksanaan penataan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah 
dalam 5 tahun terakhir.  

2. Membangun organisasi sektor publik (birokrasi 
pemerintah) yang efektif, profesional dan berkinerja 
tinggi. 

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan modernisasi 
sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

4. Pengembangan indikator kinerja utama (key 
performance indicator) untuk instansi pemerintah. 

5. Pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi di 
beberapa instansi (Depkeu, BPK, dan MA) dan 
perluasan penerapan di seluruh instansi pemerintah. 
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Narasumber 4   : Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

Materi : Redefinisi SANKRI dan penguatan SANKRI untuk 
Pembangunan Aparatur Negara 

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Redefinisi Sistim Administrasi Negara pasca reformasi  
2. Isu, permasalahan dan tantangan 5 tahun ke depan 

dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara 
kesatuan RI (SANKRI). 

3. Mekanisme hubungan yang efektif dan sinerjik lembaga 
negara, khususnya lembaga yang memiliki otoritas 
dalam pengambilan keputusan politik (legislatif) dengan 
lembaga pelaksana (eksekutif). 

4. Langkah-langkah kebijakan untuk penguatan hubungan 
kelembagaan antar subsistim Administrasi Negara 
dalam lima tahun mendatang 

5. Penguatan elemen strategis dalam SANKRI untuk 
mendukung pemberdayaan aparatur Negara 

6. Peran LAN dalam penguatan SANKRI untuk 
pemberdayaan aparatur Negara 

 

 

Narasumber 5   : Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo 

Materi : Pengalaman Pemerintah Daerah dalam 
Menjalankan Agenda Reformasi Birokrasi  

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Kebijakan dan Program Pembangunan di Bidang 
Aparatur Negara di Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun 
terakhir. 

2. Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai good 
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.  

3. Mengembangkan budaya organisasi sektor publik 
(birokrasi pemerintah daerah) yang inovatif dan 
responsif pada kebutuhan publik dan masyarakat. 

4. Pengalaman empirik dari Provinsi Gorontalo dalam 
menjalankan reformasi birokrasi, dan upaya 
keberlanjutannya (sustainability) .  

5. Dampak pelaksanaan reformasi birokrasi tehadap 
peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, peningkatan 
kualitas pelayanan publik dan penurunan tindak KKN. 

6. Masukan dari Pemda atas kebijakan pembangunan 
birokrasi 5 tahun ke depan (usulan rencana tindak yang 
diperlukan). 
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Narasumber 6   : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Materi : Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan iklim usaha 

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Globalisasi dan tantangan dunia usaha di Indonesia 
2. Persepsi dunia usaha tentang peran pemerintah dan 

birokrasi dalam pengembangan national 
competitiveness 

3. Kapasitas pemerintah dan birokrasinya dalam 
mendukung peran tersebut diatas 

4. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dunia usaha 
untuk berinteraksi dengan birokrasi secara sinergik 

5. Sistem pelayanan publik yang diharapkan oleh dunia 
usaha dan yang dapat mendorong perkembangan 
ekonomi dan dunia usaha 

6. Ekspektasi dunia usaha terhadap birokrasi dan 
reformasi birokrasi di Indonesia 

 
 

 
 

Narasumber 7   : Prof. Dr. Bustanul Arifin  

Materi : Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Pelayanan 
Publik khususnya Pelayanan Dasar  

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Konsep Konsep pelayanan dasar 
2. Hak-hak masyarakat atas pelayanan dasar. 
3. Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pelayanan dasar 
4. Reorientasi birokrasi penyelenggaraan pelayanan 

dasar, utamanya bagi penduduk miskin 
5. Strategi reformasi birokrasi untuk effektivitas 

penyelenggaraan pelayanan dasar (kelembagaan, 
anggaran, SDM, dsb) 

 

 
 

Narasumber 8   : DR Pratikno 

Materi : Membangun Birokrasi yang netral, profesional, dan 
akuntabel  

Pokok-pokok 
Materi 

: 1. Hubungan antara Birokrasi dan Demokrasi.  
Menjelaskan tentang dialektika hubungan antara 
birokrasi dan demokrasi 

2. Politisasi birokrasi dan implikasinya terhadap 
kinerja pemerintah daerah. Bagaimana 
desentralisasi dan demokratisasi berpengaruh 
terhadap menguatnya politisasi birokrasi di daerah 
dan implikasinya terhadap kinerja pemerintah 
daerah  
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3. Rekonsiliasi birokrasi dan demokrasi untuk  
pembangunan nasional. Bagaimana 
mengembangkan keseimbangan antara penguatan 
demokrasi lokal dan peningkatan profesionalisme 
aparatur pemerintah 

4. Strategi membangun birokrasi yang netral, 
profesional, and akuntabel 

 

 
***** 
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